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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Hukum merupakan salah satu sarana yang sangat di butuhkan 

oleh semua orang dalam kehidupannya terutama dalam sistem 

perekonomian yang telah memasuki era globalisasi. Kebutuhan 

hukum tersebut adalah berupa Undang – Undang, Peraturan Hukum 

yang jelas, serta mempunyai kepastian hukum serta tindakan dalam 

hal penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.1 

Salah satu contoh aparat penegak hukum di bidang 

Keperdataan ialah Notaris. Notaris dalam hal ini bertindak selaku 

Pejabat Umum atau (Openbaar Ambtenaar) serta memiliki kewajiban 

harus bertindak Profesional. Hal ini di karenakan Notaris merupakan 

yang mewakili negara dalam menjalankan tugas dan fungsi 

jabatannya dalam hal pembuatan akta sebagai alat bukti yakni 

berupa akta autentik. Dalam hal menjalankan tugasnya Notaris di 

haruskan bebas tanpa pengaruh pihak manapun termasuk 

kekuasaan eksekutif.2 

                                                           
1
 M. Sholeh Artidjo Alkostar, Amin, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum 

Nasional (Jakarta: Rajawali, 2006). 
2
 Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia 

(Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN), 2015). 



    
 

 
 

Pengertian Notaris menurut  Undang – Undang Nomor 2 

Tahun 2014 atas perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN) di dalam Pasal 1 

Ayat (1) UUJN bahwa : ―Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau 

berdasarkan Undang – Undang lainnya‖.3 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 

(1) UUJN inilah maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Notaris 

merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam 

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang 

telah diatur di dalam Undang - Undang. Pembuatan akta autentik ini 

tentunya harus didasarkan kepada peraturan perundang – 

undangan. Hal ini dilakukan supaya dapat digunakan dalam rangka 

kepastian hukum.4 

Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata Yang selanjutnya di sebut KUH Perdata di jelaskan 

bahwa : ―Akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang 

di tentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau di hadapan 

pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di 

mana akta dibuatnya‖. Yang di maksud pegawai umum dalam Pasal 

                                                           
3
 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, ed. oleh Dinah Sumayyah, 

Cetakan Ke (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015). 
4
 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, ed. 

oleh UII Press (Yogyakarta, 1969). 



    
 

 
 

ini ialah Notaris. Akta autentik ini dapat di gunakan sebagai alat 

bukti tertulis sehingga para pihak yang melakukan perjanjian dapat 

mempunyai alat bukti yang kuat di dalam proses persidangan dan 

juga untuk memperoleh kepastian hukum terkait perjanjian yang di 

lakukan para pihak sehingga menimbulkan rasa aman bagi para 

pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian. 

Kewenangan Notaris di bagi menjadi 3 yakni kewenangan 

umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lainnya. Adapun 

kewenangan umum Notaris di sebutkan di dalam Pasal 15 Ayat (1) 

UUJN yakni : ―Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang di haruskan oleh 

peraturan perundang – undangan dan atau yang di kehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan, atau kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga di tugaskan atau di 

kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan 

oleh undang – undang‖. Sehingga berdasarkan Pasal inilah maka 

Notaris memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik 

khususnya di bidang pengalihan hak atas merek terdaftar. 



    
 

 
 

Selain kewenangan di dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN Notaris 

juga memiliki kewenangan khusus lainnya seperti yang di sebutkan 

dalam  pasal 15 Ayat (2) UUJN yakni :  

a. Mengesahkan tanda tangan; 

b. menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan 

dengan mendaftar dalam buku khusus; 

c. membuat copy dari surat asli di bawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan di 

gambarkan dalam surat bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan Fotocopy dengan surat 

aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta; 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; 

g. Membuat akta risalah lelang.  

Selain kewenangan umum, dan kewenangan khusus 

sebagaimana yang telah di sebutkan di dalam Pasal 15 Ayat (1) 

dan (2) UUJN tersebut Notaris mempunyai kewenangan lainnya 

sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang – undangan 

yakni di dalam Pasal 15 Ayat (3) yang menyatakan bahwa : 



    
 

 
 

―Notaris mempunyai kewenangan lainnya yang diatur di dalam 

peraturan perundang - undangan.5 

Melalui pengertian dan kewenangan Notaris sebagaimana 

yang telah diuraikan diatas. Maka dapatlah di tarik kesimpulan 

bahwa Notaris adalah pejabat umum, yang memiliki  

kewenangan dalam hal membuat akta autentik dan juga 

kewenangan - kewenangan lainnya. Akta autentik merupakan 

suatu akta yang di buat oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempatkan dimana akta itu di buatnya. 

Akta autentik ini mempunyai keistimewaan diantaranya adalah 

merupakan suatu alat bukti yang sempurnana Volledig bewijs 

mengenai hal apa yang di muat di dalamnya. Sehingga apabila 

akta autentik ini diajukan kepada Hakim sebagai alat bukti, maka 

hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di 

dalam akta tersebut merupakan peristiwa yang sesungguhnya 

terjadi.6 Jadi, seorang Notaris di wajibkan untuk memberikan 

penjelasan kepada para pihak bahwa apa yang termuat dan juga 

tercantum dalam akta adalah sesuai dengan kesepakatan antara 

para pihak, dan keduanya telah memahami dari apa isi akta yang 

telah dibuat oleh Notaris tersebut. 

                                                           
5
 Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, ed. oleh Irfan Fahmi, 

Cetakan Ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 

 
6
 R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi 

Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 



    
 

 
 

Dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Selanjutnya 

disebut HAKI) Notaris memiliki kewenangan dalam hal 

pembuatan akta perjanjian para pihak agar para pihak dapat 

merasa aman dan terjamin dalam memperoleh kepastian hukum 

pada saat melakukan suatu perbuatan hukum (Perjanjian). Hak 

Atas Kekayaan Intelektual sendiri di bagi dalam 2 (dua) bagian 

yaitu : Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual.7 Adapun cabang 

dari Hak Kekayaan Industri sendiri memiliki enam cabang hak 

yaitu : 

1. Hak Paten; 

2. Hak Merek; 

3. Rahasia Dagang; 

4. Desain Industri; 

5. Sirkuit Terpadu; 

6. Varietas Tanaman; 

7. Hak Cipta. 

Pengertian Merek menurut pasal 1 Ayat (1) Undang – 

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis di sebutkan bahwa: ―merek adalah tanda yang dapat 

di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, 

huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan 

atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 

                                                           
7
 Aidil, Dasar - Dasar Hukum Bisnis, 2 ed. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016). 



    
 

 
 

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan 

atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.8 

Dari definisi diatas maka dapat di simpulkan bahwa 

beberapa tanda yang dapat di klasifikasikan sebaga bentuk dari 

Merek ialah:9 Kata, Huruf, Angka, Gambar, Warna, Logo, Nama, 

Dan gabungan dari unsur – unsur tersebut. 

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang di berikan 

oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar 

umum merek serta untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada 

pihak lain untuk menggunakannya. 

Adapun tujuan dari pemilik suatu merek mendaftarkan 

mereknya adalah agar mendapatkan perlindungan hukum 

sebagai pemilik hak atas suatu merek apabila merek tersebut 

telah di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. Suatu merek terdaftar dapat dialihkan kepada pihak 

lainnya. Dalam hal pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut 

menurut pasal  41 ayat (1) Undang – undang Nomor 20 Tahun 

                                                           
 

8
 Irwansyah, Refleksi Hukum Indonesia, ed. oleh Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana 

Media, 2020). 
9
 Arus Akbar Siloande dan Andi Fariana, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis 

(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010). 



    
 

 
 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa suatu merek 

terdaftar dapat beralih atau dialihkan dengan cara :  

1. Pewarisan terjadi kepada ahli waris yang berhak 

menerima harta warisan.10 Pewarisan terjadi apabila ada 

orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan 

harta kekayaan.11 Sedangkan yang di maksud ahli waris 

adalah orang – orang yang menggantikan kedudukan si 

pewaris secara hukum mengenai harta kekayaan yang di 

tinggalkan oleh pewaris. Pewarisan dapat berupa 

kumpulan uang atau kekayaan lainnya yang dapat di 

sebut dengan harta kekayaan (Aktiva) baik yang berupa 

uang dan kekayaan lainnya yang tidak mempunyai 

wujud seperti Paten. serta (Pasiva) yakni saham atau 

kekayaan lainnya yang tidak memberikan bunga atau 

keuntungan.12 

2. Wasiat adalah ketentuan atau kehendak dari seseorang 

terhadap harta kekayaannya ketika ia meninggal dunia 

nanti.13 

3. Wakaf  adalah suatu perbuatan hukum dari Pewakaf 

untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian 

                                                           
10

 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 
11

 Gatot Suparmono, Hak Cipta dan aspek - aspek Hukumnya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010). 
12

 Andy Hartanto, Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut 

“Burgelijk Wetboek,” Cetakan Ke (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012). 
13

 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 



    
 

 
 

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya.14 

4. Hibah merupakan suatu persetujuan pemberian secara 

cuma – cuma sewaktu si pemberi hibah masih hidup dan 

pemberian ini tidak dapat di tarik kembali.15 

5. Perjanjian jual – beli. Dalam hal pengalihan hak atas 

merek terdaftar dapat di lakukan dengan menggunakan 

perjanjian jual – beli atau di jadikan jaminan hutang. 

 Karena topik penelitian ini adalah pengalihan dalam hal 

perjanjian jual beli merek maka pembahasan dalam penulisan ini 

lebih di fokuskan hanya pada perjanjian jual - beli merek saja. 

Dalam hal pengalihan hak merek melalui perjanjian jual – beli ini 

maka ketentuan hukum yang berlaku adalah Pasal 1457 KUH 

Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata ini menjelaskan bahwa 

pengertian dari perjanjian jual - beli tersebut adalah : ―Jual – beli 

adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan 

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan‖. 

 Meskipun di dalam perjanjian tersebut telah mengikat 

para pihak (penjual dan pembeli) serta sudah di capainya kata 

                                                           
14

 Nusya A Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasari Isnaeni, Kamus Hukum Lengkap 

(Mencakup Istilah Hukum dan Perundang - Undangan Terbaru), Kesatu (Jakarta: Visimedia, 

2012). 
15

 Sudarsono, Kamus Hukum. 



    
 

 
 

sepakat diantara para pihak tersebut namun hak milik objek 

yang di perjual – belikan tersebut belumlah dapat mutlak di 

miliki. Hak milik mutlak dari perjanjian jual – beli ini baru dapat 

benar – benar terjadi apabilah telah di lakukannya proses 

penyerahan (Levering).    

Dalam hal terjadinya proses jual – beli ini maka ada 

beberapa elemen hukum yang wajib ada dalam terjadinya 

proses jual – beli tersebut. Yang mana elemen hukum yang wajib 

ada tersebut diantaranya :16 

a. Adanya Penjual; 

b. Adanya Pembeli; 

c. Adanya Objek yang di perjual belikan; 

d. Adanya perjanjian jual - beli. 

Dalam hal perjanjian jual - beli di sebutkan di dalam Pasal 

1457  Kitab Undang – undang Hukum Perdata bahwa : ―Jual beli 

ialah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan 

diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk 

membayar harga yang telah di janjikan‖.  
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 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam era Globalisasi dan Integrasi 

Ekonomi edisi Pertama, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2015). 



    
 

 
 

Menurut Salim H.S bahwa unsur – unsur yang terkandung 

dalam pengertian Yuridis suatu perjanjian jual – beli menurut 

Pasal 1457 KUH Perdata ialah :17 

1. Adanya subjek hukum; 

2. Adanya kesepakatan  

3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul. 

Dalam suatu perjanjian jual – beli Merek tentunya 

membutuhkan suatu alat bukti yang bertujuan untuk 

memperoleh kepastian dan keadilan hukum. Maka di dalam 

Pasal 1867 KUH Perdata di sebutkan bahwa : ―Pembuktian 

dengan tulisan di lakukan dengan tulisan – tulisan autentik 

maupun dengan tulisan – tulisan di bawah tangan‖. 

Seperti yang telah di sebutkan diatas yang memiliki 

kewenangan dalam pembuatan akta autentik itu sendiri ialah 

Notaris. Namun, kenyataannya yang terjadi dalam prakteknya 

pengalihan hak atas merek terdaftar hanya menggunakan 

perjanjian tanpa akta autentik yang di buat oleh Notaris.  

Di dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ini 

perjanjian dengan pengalihan yang wajib menggunakan akta 

Notaris adalah Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Lisensi 
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 Yunial Laili Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Perjanjian Jual Beli 

Berklausula Perlindungan Hukum Paten, ed. oleh Yuliani (Tunggal Mandiri, 2009). 



    
 

 
 

saja. Namun, dalam pengalihan hak atas merek ini belum ada 

aturan khusus yang mengaturnya secara khusus mengenai 

pengalihan hak atas merek wajib menggunakan akta Notaris. 

Sehingga tentu menimbulkan keraguan serta ketidakpastian 

hukum dalam terjadinya proses pengalihan hak atas merek ini. 

 Menurut Rahmi Jened pengalihan hak atas merek tidak 

dapat hanya di lakukan hanya secara lisan, tetapi harus 

menggunakan akta Notaris karena dalam hal ini terjadi peralihan 

hak kepemilikan.18 

Dalam pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual 

termasuk hak merek ini harus dilakukan dengan cara dilakukan 

pendaftaran, bukan hanya sekedar pencatatannya kepada Ditjen 

HAKI di dalam daftar umum merek namun harus di umumkan di 

dalam berita umum resmi merek (BRM) serta di beritahukan 

kepada pemilik merek tersebut. Adapun yang menjadi tujuan 

dari pendaftaran pengalihan hak atas merek ini supaya memiliki 

kekuatan berlakunya terhadap pihak ketiga. kewajiban 

pendaftaran pengalihan hak atas merek ini dimaksudkan guna 

―Perlindungan Hukum‖ supaya dapat di wujudkan perlindungan 

hukum yang efektif khususnya bagi penerima hak yang 

berikutnya serta penentuan bahwa akibat hukum yang baru 
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 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam era Globalisasi dan Integrasi 

Ekonomi edisi Pertama. 



    
 

 
 

berlaku setelah pengalihan hak atas merek di catat di dalam 

Daftar Umum Merek (DUM). Hal ini, dimaksudkan untuk 

memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum. 

 Dalam praktiknya pengalihan merek dengan perjanjian 

terdaftar ini menurut saya belum tercapainya suatu kepastian 

hukum yang jelas baik dari pihak penjual dan pembeli dari 

merek tersebut. 

Adapun contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia 

dalam hal pengalihan hak atas merek terdaftar dengan 

menggunakan perjanjian jual - beli merek yakni dalam kasus 

pengalihan hak atas merek teh Sariwangi yang mana merek dari 

teh Sariwangi ini di alihkan kepada pihak  Unilever Indonesia 

pada tahun 1989 oleh pemilik teh Sariwangi pada saat itu. 

Atas dasar perjanjian jual – beli merek inilah Unilever 

Indonesia memiliki hak untuk menggunakan merek Sariwangi 

dari pemilik  merek sebelumnya. Adapun, mengenai proses 

produksi, lisensi, rahasia dagang, dan lain sebagainya tetap 

menjadi milik pemilik sebelumnya yakni Sariwangi.  

Namun pengalihan merek Sariwangi ini masih terdapat 

persoalan – persoalan hukumnya terkait perjanjian jual – 

belinya. Karena dalam prakteknya pengalihan hak atas merek 

terdaftar Sariwangi ini belum dilakukan dengan menggunakan 



    
 

 
 

akta autentik yang di buat oleh Notaris sehingga belum adanya 

kepastian hukum seperti dalam hal Perlindungan Varietas 

Tanaman (PVT) dan Lisensi sehingga belum bisa mendapat 

kepastian hukum dan juga alat bukti yang sah. Dan pada saat 

persidangan tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti autentik 

siapa pemilik sah dari merek tersebut.  

Berdasarkan  fakta - fakta yang ada di atas, penulis tertarik 

untuk membahas dan melakukan  penelitian tesis terkait masalah 

ini dengan judul “PERANAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN 

HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI PERJANJIAN JUAL 

– BELI”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat di 

rumuskan permasalahannya adalah : 

1. Bagaimana cara pengalihan hak atas merek terdaftar 

melalui perjanjian jual beli menurut Undang – Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis? 

2. Bagaimana peranan Notaris dalam pengalihan hak atas 

merek terdaftar berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 

Tahun 206 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ? 

 



    
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui cara menjamin kepastian hukum bagi 

pemilik merek berdasarkan Undang – undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

2. Untuk mengetahui peranan Notaris dalam memberikan 

prinsip kepastian hukum dalam pengalihan hak atas merek 

terdaftar melalui perjanjian jual – beli. 

D. Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian ini akan di peroleh beberapa manfaat 

yang antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan hasil penelitian ini maka diharapkan dapat 

menjadikan masukan khususnya dalam bidang 

Kenotariatan serta  Hak atas Kekayaan Intelektual serta 

akan menambah pemikiran dan juga referensi di bidang 

hukum khususnya di bidang hak atas merek. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah di 

harapkan menjadi masukan bagi beberapa pihak 

diantaranya : 

a. Notaris 



    
 

 
 

memberikan sumbangan atas pemikiran dalam 

kaitannya pengalihan hak atas merek terdaftar. 

b. Para pihak (Penjual dan Pembeli) 

membantu memberikan masukan serta penjelasan 

terkait pengalihan hak atas m,erek terdaftar dan 

juga akibat hukum yang terjadi atas pengalihan 

hak atas merek tersebut. 

c. Pemerintah 

menjadikan masukan bagi pemerintah supaya 

dalam  pengalihan hak atas merek terdaftar ini 

supaya wajib menggunakan akta Notaris seperti 

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Lisensi. 

E. Kerangka Teoritis 

Teori digunakan dalam hal  menjelaskan gejala spesifik 

atau proses tertentu yang terjadi, dan suatu teori haruslah diuji 

dengan di hadapkan pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan 

ketidak benarannya.19 Teori ini akan memberikan sebuah sarana 

penjelasan yang sangat bermanfaat dan akan membantu 

membandingkan dan menilai suatu manfaat dari teori – teori 

tersebut. Kerangka teori di gunakan untuk memperkuat 

kebenaran dan kajian ilmiah dalam suatu permasalahan yang 
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 M. Wuisman dan M. Hisyam, Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial dan Asas - Asas (Jakarta: 

FE UI, 1996). 



    
 

 
 

akan diteliti dan dikaji. Adapun teori yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah : 

1. Grand Theory 

Dalam hal melakukan penelitian ini menggunakan cara 

dari teori keadilan. Yang mana teori ke adilan ini di 

kembangkan oleh John Rawls sebagaimana yang telah beliau 

tulis di dalam bukunya yang berjudul ―A Theory Of Justice‖. 

Di dalam buku ini juga di sebutkan bahwa teori ini 

memiliki konsep ―Justice as fairness‖ yang mana artinya 

adalah Keadilan sebagai sebuah kejujuran. Maksudnya di sini 

adalah keadilan sendiri merupakan suatu keseimbangan di 

antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. 

Sehingga terciptalah ke stabilan hidup manusia.20  

Adapun menurut Darji Darmodihardjo bahwa 

keadilan adalah suatu penilaian kepada siapapun 

sebagaimana yang telah menjadi haknya dengan cara 

bertindak secara proporsional dan tidak melanggar hukum.21 

Semua orang dapat menganggap bahwa keadilan 

adalah Realitas Absolute sehingga dapat mengasumsikan 

sebatas pemahaman yang hanya dapat di peroleh secara 

persial oleh orang – orang yang berpikiran filosofis. 
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 Bur Rusuanto, Keadilan Sosial:Pandangan Deontologis Rawis dan Habermas (Jakarta: 

Pusaka Utama, 2008). 
21

 Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1995). 



    
 

 
 

Sehingga mengakibatkan sulit di pahami oleh orang – 

orang yang berpikiran dan berpandangan secara umum. 

2. Midle Range Theory 

Dimana teori ini menggunakan teori hukum yang 

telah di kembangkan sebelumnya oleh Fitzgerald 

Salmond dan Philipus M. Hadjon.  

Dimana menurut Fitzgerald Salmond midle Range 

Theory ini sendiri adalah : ―Hukum bertujuan untuk 

mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan berbagai 

hal mengenai kepentingan di dalam masyarakat dengan 

cara membatasi kepentingan tersebut agar dapat di 

lakukan perlindungan hukum‖. 

Adapun menurut Philipus M. Hadjon bahwa : 

Middle Range Theory atau teori perlindungan hukum itu 

sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni : 

- Perlindungan Hukum Prefentif; 

- Perlindungan Hukum Represif. 

Apabila perlindungan hukum ini di terapkan ke 

dalam proses pengalihan hak atas merek terdaftar tentu 

akan menimbulkan 2 macam perlindungan hukum 

diantaranya : 



    
 

 
 

a. Perlindungan Hukum Prefentif, yang bertujuan 

untuk mencegah akan terjadinya perselisihan 

dalam proses baik sebelum dan setelah proses 

pengalihan hak atas merek tersebut. 

b. Perlindungan Hukum Represif, yang bertujuan 

untuk menyelesaikan perselisihan. Dan ini 

merupakan peran dari Notaris agar para pihak 

tidak terlibat dalam perselisihan dan menjadi 

penengah apabila terjadi perselisihan dengan 

akta autentik yang di buat oleh Notaris. 

3. Applied Theory 

Penelitian ini merupakan Risk Theory atau Teori Risiko 

yang mana teori ini ke kembangkan oleh Robert M. 

Sherwood. Teori ini menyebutkan bahwa Hak atas kekayaan 

Intelektual khususnya dalam bidang  Merek merupakan suatu 

hasil karya yang rentan akan risiko.  

Adapun hal yang menjadikan risiko apabila merek 

tersebut di gunakan dengan ilegal maka dapat merugikan 

pihak lain baik secara ekonomi ataupun moral. Inilah yang 

coba dilindungi teori ini. Namun, dalam kenyataannya masih 

terdapat kesulitan – kesulitan di dalam praktiknya. 



    
 

 
 

Banyak sekali faktor penyebab dari sulitnya 

melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual khusus nya dalam 

bidang hak atas merek ini diantaranya pengalihan merek. Hal 

ini dikarenakan adanya kelemahan dalam hukum itu sendiri 

(Law Enforcement) meskipun dalam hukum itu sendiri telah 

cukup banyak memberikan perlindungan. 

Oleh karena itulah Teori Risk ini dapat diartikan secara 

luas. Karena teori ini tidak hanya sekedar penyedia 

perangkat hukum semata. Akan tetapi, di dalamnya juga 

harus di akomondasikan juga kemampuan dari para aparat 

penegak hukum di dalam proses penegakan hukum serta 

langkah-langkah yang diambil guna membudidayakan Hak 

atas Kekayaan Intelektual seperti Hak Merek ini di tengah 

masyarakat. 

Hal ini mengingat bahwa rawannya resiko atas 

pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Maka perlunya 

disempurnakan kembali Teori Risk ini serta kejelasan hukum 

Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya di bidang 

pengalihan hak atas merek terdaftar 

F. KERANGKA KONSEPTUAL 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menjadi 

pedoman atau acuan yang akan memudahkan proses penulisan. 



    
 

 
 

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara Normatif dan 

Empiris sehingga memungkinkan untuk menyusun kerangka 

konseptual tersebut. Sekaligus dalam hal merumuskan definisi 

tertentu yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional dalam 

proses pengumpulan, pengolahan, anlisis, dan konstruksi data.22 

Untuk memperoleh perjalanan yang relevan di dalam 

pengkajian ilmiah penulisan ini terdapat beberapa istilah – istilah 

diantaranya : 

1. Pengalihan Hak atas merek terdaftar adalah suatu 

pengalihan hak dari suatu merek yang telah terdaftar dari 

si pemilik atau pemegang hak atas merek kepada pihak 

lainnya sehingga mengakibatkan pihak lain dapat untuk 

menggunakan seluruh ataupun sebagian dari hak merek 

tersebut; 

2. Perjanjian Jual - beli adalah suatu surat perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak (penjual dan pembeli) hadapan 

pihak yang berwenang (Notaris). Sehinnga perjanjian jual 

tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti otentik dalam 

proses persidangan. 

 

G. METODE PENELITIAN 
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 Suerjono dan Sri Mahmudji Sukamto, Penelitian Normatif:Suatu Tinjauan Singkat 
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  Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

di dasarkan metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu dengan cara menganalisis. Kecuali itu maka diadakan 

pemmeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, 

untuk kemudian mengusahakan pemecahan suatu permasalahan – 

permasalahan yang ditimbulkan di dalam gejala yang 

bersangkutan. 

1. Jenis  Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum Normatif. Dimana penelitian Normatif ini adalah suatu 

penelitian hukum berdasarkan kepada kepustakaan.23 

Adapun menurut Bambang Waluyo penelitian hukum 

Normatif sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

focus pada studi kepustakaan dan studi dokumen. Yang mana 

dari kedua sumber tersebut ditujukan hanya pada peraturan 

tertulis atau badan hukum yang lain. Seperti mengumpulkan 

data – data sekunder baik berupa bahan hukum sekunder, 

permier dan tertier.24 

2. Pendekatan Penelitian 
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 dan NellaSumik Putri. Yesmil Anwar, Somawijaya, Sigid Suseno, Law Of The 

Bandung Regiona On The Orderliness, Cleanliness, and The Beauty, I (Sriwijaya LawReview, 

2017). 
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 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1998). 



    
 

 
 

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam 

menjawab permasalahan dari penelitian ini ialah 

menggunakan: 

a. Pendekatan perundang - undangan  

 Pendekatan perundang – undangan adalah suatu 

pendekatan yang di lakukan dengan cara menelaah 

peraturan perundang – undangan (Legislasi) dan 

regulasi berkaitan dengan permasalahan atau isu yang 

dibahas. Untuk pendekatan perundang – undangan akan 

mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu 

Undang – Undang dengan Undang – Undang lainnya atau 

antara regulasi dan Undang – Undang. 

b. Pendekatan Perbandingan 

Melakukan perbandingan antara peraturan 

perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan 

untuk mengetahui filosofis ataupun sosiologis hukum 

yang terdapat di dalam setiap peraturan perundang - 

undangan yang terdapat di dalam penelitian ini. 

3. Sumber Hukum Penelitian 

Adapun sumber – sumber hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Bahan Hukum Primer 



    
 

 
 

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan 

hukum yang mengikat seperti norma hukum atau 

kaidah hukum, peraturan perundang - undangan, dan 

juga bahan hukum lainnya yang masih berlaku. 

Adapun bahan hukum yang dimaksud adalah : 

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 atas 

Perubahan Undang – Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang berhubungan 

atau berkaitan dengan objek penelitian ini seperti : 

Buku - buku, artikel – artikel tentang Merek, Jurnal 

Hukum, hasil karya ilmiah dari para sarjana hukum, 

buku – buku tentang Notaris, buku – buku tentang Hak 

atas Kekayaan Intelektual, serta literatur – literatur 

lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terkait atas bahan hukum primer dan juga 



    
 

 
 

bahan hukum sekunder. Yang mana bahan hukum 

tersier ini terdiri dari Kamus, Ensiklopedia, Kamus 

Hukum, dan Internet  sepanjang berisi informasi yang 

relevan. 

H. Teknik Pengumpulan bahan penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber bahan 

hukum berupa studi dokumen untuk kepustakaan. Dimana 

dilakukan dengan cara membaca dan juga mempelajari literatur, 

artikel ilmiah, majalah dan bahan – bahan bahan lainnya yang 

berkaitan dengan objek penelitian ini serta memahami terkait 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Bahan – bahan hukum yang telah penulis peroleh kemudian 

di seleksi, dan di klarifikasi dengan bahan-bahan hukum lainnya 

yang relevan baik itu dari peraturan perundang-undangan maupun 

literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di 

bahas. 

I. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian 

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah 

tersebut, kemudian dianalisa kedalam bentuk tafsiran (Iventarisasi) 

terutama penafsiran sistematis. Adapun caranya dengan 

menghubungkan serta mengkaitkan dengan pasal yang lain di 

dalam suatu Undang - Undang. Dengan teknik pengolahan inilah 



    
 

 
 

maka diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang 

komprehensif mengenai cara penyelesaian dari suatu 

permasalahan, serta dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan 

yang dibahas tersebut. 

J. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penarikan kesimpulan pada tesis ini menggunakan 

metode berpikir secara deduktif. Maksud dari menggunakan 

metode berpikir deduktif ini adalah metode berfikir yang 

menggunakan daya nalar yang dirumuskan berdasarkan hal - hal 

yang bersifat umum yang kemudian di kelompokkan secara khusus 

sesuai kasus kemudian diterapkan pada keadaannya secara 

langsung. Yang kemudian ditarik kesimpulan atau konklusi sebagai 

kesimpulan akhir sebagai jawaban atas permasalahan yang di bahas 

dalam penelitian ini. 
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